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GUBER*TR RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR- TAHUN 2023

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU

Menimbang:

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 321 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal Menteri

menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah

sesual dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau
Perda Provinsi tentang perubahan APBD dan telah

menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur menetapkan
rancangan Perda Provinsi dimaksud menjadi Perda

Provinsi;
bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

900.1.1.15.1-3864 Tahun 2023 tentang Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022
dan Rancangan Peraturan Gubernur Riau tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Provinsi Riau Tahun

a.

b.

Anggaran 2022, perlu ditindaklanjuti;
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Mengingat:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang.-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856};

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemcrintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757},

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi

Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6808);
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Dacrah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4027);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

c.

3.

6.

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4028);



10.

11.

12,

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614};
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pclaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

8.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan



dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 11);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018

tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114,

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 6399};
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);
17. Peraturan Dacrah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pokok-Pokok Pengclolaan Keuangan Daerah

Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun

2016 Nomor 6);
18. Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah

Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 8};

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 berupa laporan keuangan yang
memuat:



La

a. Laporan Realisasi Anggaran,
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,

c. Laporan Operasional,
d. Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Neraca;

f. Laporan Arus Kas; dan

g, Catatan atas Laporan Keuangan.
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(2)

huruf g dilengkapi dengan lampiran-lampiran pendukung.

Pasal 2

poran Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal | ayat (1)

huruf a sebagai berikut:

a.

b.

Pendapatan Rp 8.818.669.764.115,17

Belanja Rp 9.102.467.422.821,38

Surplus/(Defisit) Rp (283.797 .658.706,21)
. Pembiavaan

- Pencrimaan Rp 984.056.599.471,62
- Pengeluaran Rp 125.000.000.000,00

Pembiavaan Netto Rp 859.056.599.471,62
SILPA tahun berkenaan Rp 575.258.940.765,41

Pasal 3

c.

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp

129.531.396.298,83 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan Rp 8.948.201.160.414,00
2. Realisasi Rp 8.818.669.764.115,17

Sclisih lebih /(kurang) Rp 129.531.396.298 ,83

Seusih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp 704.700.835.314,62 dengan rincian sebagai berikut:

1. Angvaran belanja Rp 9.807.168.258.136,00
2. Realisasi Rp 9.102.467.422.82138

Selisth lebih/(kurang) Rp 704,700,835,314.62
Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) Rp (575.169.439.015,79)

b.

c.

dengan rincian sebagai berikut:
L. Surplus /(defisit) Rp (858.967.097.722,00)



2. Realisasi Rp _(283.797,658,706.21)

Selisih lebih/(kurang) Rp (575.169.439.015,79)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan scjumlah

Rp (89.501.749,62) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 983.967.097.722,00

2. Realisasi Rp 984.056.599.471,62
Selisih lebih/(kurang) Rp. (89.501.749,62)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah

Rp0O,OO dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 125.000.000.000,00

2. Realisasi Rp 125.000.000.000,00

Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan bersih sejumlah

Rp (89.501.749,62) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan bersih Rp 858.967.097.722,00

2. Realisasi Rp _ 859.056.599.471.62

Selisih lebih/(kurang) Rp (89.501.749,62)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 983.967.097.721,62
b. Jumlah Penggunaan SAL sebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 983.965.015.721 ,62

c. Jumlah Sisa Lebih Pembiavaan Anggaran
Akhir Tahun Berjalan Rp 575.258.940.765,41

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun

Sebelumnva Rp (2.082.000,00)
c. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 375.258.940.765,41

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai
berikut:

a. Jumlah Pendapatan Rp 9.285.676.887.391,85
b. Jumlan Beban Rp 9.147.463.789.339,72
c. dumlah Surplus/(Defisit) dari Operasi Rp 138.213.098.052,13
d. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan

Non Operasional Rp (22.055.563.919,31)



e. Jumlah Surplus/(Defisit) sebelum

Pos Luar Biasa Rp 116.157.534.132,83

f. Surplus/(Defisit) LO Rp 116.157.534.132,83

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d

sebagai berikut:

a. Jumlah Ekuitas Awal Rp32.347.067.347.275,80
b. Surplus/(Defisit) LO Rp 116.157.534.132,83

c. Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp (5.283.429.651,93)

d. Jumlah Ekuitas Akhir Rp32.457.941.451.756,70

Pasal 7

Neraca scbagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) hurufe sebagai berikut:

a. dumlah aset Rp32.931.23:4.653.850,20

b. Jumlah kewajiban Rp 473.293.202.093,56

c. Jumlah ekuitas Rp32.457.941.451.756,70
Pasal 8

Laporan Arus Kas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f

sebagai berikut:

a. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 1.221.265.849.394,38

b. Arus kas dari aktivitas investasi asct

non keuangan Rp (1.505.063.508.100,59)
c. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp (124.908.416.250,00)
d. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp 7.019.149.218,72
e, Saldo akhir kas Rp 576.869.935.514,41

Pasal 9

Caiatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1) huruf g berisikan informasi naratif, kuantitatif dan kualitatif atas Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Pasal 10

Perlangzungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini vang terdiri dari:



b.

ga

ul.

Ww.

Lampiran I

Lampiran I. 1

Lampiran [.2

Lampiran 1.3

Lampiran I.4

Lampiran II

Lampiran IJ
Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI]

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI

Lampiran XVII

Lampiran XVIII

Lampiran XIX

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;

Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan

daerah dan Organisas},

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut

kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan

pembiayaan;
Rincian APBD menurut urusan pemerintahan

daerah, kegiatan, sub

a.

organisasi, program,

kegiatan, kclompok, dan jenis pendapatan,

belanja, dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program,

kegiatan dan sub kegiatan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;

Laporan Arus Kas;
Catatan atas Laporan Keuangan;
Daftar rekapitulasi piutang daerah;
Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak

tertagih;
Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan
dana bergulir;
Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah

caerah;
Daftar rckapitulasi realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;
Daftar rekapitulasi aset tetap;
Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
Daftar rekapitulasi aset lainnya;
Daftar dana cadangan dacrah;
Daftar kewajiban jangka pendck;
Daftar kewajiban jangka panjang;
Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan

tahun

f

1.

A,

IY

n

0.

q

Vv

sampai akhir anggaran 2022 dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;



x. LampiranXX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milk

Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas;

Lampiran XX. 1] : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha

Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 - Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi)
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Cc

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal ]2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanhariy

pada tanggal

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanhbaru

pada tangga!

SEKRETARIS DAERAM.PROVINSI RIAU,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

ARTY ANTO

B Pe SKepala
Biro Hukum

GARDHANI, SH. MH
Aembina Tingkat Ioa “ P.19850823 199203 2 003

A

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR :

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU :
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